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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada tahun 2001, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan secara lebih efisien, efektif, dan 

bertanggung jawab. Otonomi daerah ini didasarkan pada Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk 

mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta diharapkan dapat 

meningkatkan daya saing berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, 

kewajaran, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keragaman 

daerah dalam sistem negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Agar dapat bekerja secara efisien dan efektif, serta mencegah terjadinya 

penyalahgunaan oleh pemerintah, pemberian subsidi kepada penyelenggara 

pemerintahan di bawah wewenang daerah dibiayai dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan adalah pelaksanaan 

otonomi daerah. Sumber pendapatan yang termasuk desentralisasi adalah 

pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber dana daerah 

yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang 

sah, atau pendapatan daerah di luar pajak dan retribusi daerah. Hubungan 

antara pelaksanaan otonomi daerah dengan pendapatan asli daerah dapat 

meminimalkan ketergantungan dana pemerintah daerah kepada pemerintah 

pusat. (Wardani & Trisnaningsih, 2022). Menurut Kuncoro (2004) dalam 

Aji (2013), menyatakan bahwa terdapat lima faktor penyebab rendahnya 

pendapatan asli daerah dan mempengaruhi ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat, yaitu: 
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1. Peran perusahaan daerah sebagai sumber penerimaan daerah masih 

terbatas 

2. Tingkat sentralisasi pajak relatif tinggi 

3. Kurangnya pemanfaatan pajak daerah sebagai sumber pendapatan yang 

dapat diandalkan 

4. Tingkat kekhawatiran ketika daerah memiliki banyak sumber daya 

keuangan akan menyebabkan disentegrasi dan separatisme 

5. Tingkat pemberian hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

yang masih tergolong lemah 

Komponen spesifik yang pasti menjadi pemicu utama peningkatan 

pendapatan asli daerah tidak lain adalah sumber asal daerah atau jenis 

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. 

Sumber pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah juga 

berasal dari pendapatan transfer. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa untuk 

melaksanakan kewenangan daerah, pemerintah pusat wajib mentransfer 

dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil, serta dana bagi hasil yang 

terdiri dari pajak dan aliran pendapatan lainnya. Perimbangan keuangan 

antara pemerintah dan pemerintah daerah berikut pembagian keuangan 

antara pemerintah dan pemerintah daerah berlangsung secara proposional, 

demikratis, adil, dan transparan, serta bertanggung jawab dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Selain itu, 

pemerintah daerah juga memiliki sumber pembiayaanya mandiri lainnya 

yaitu pembiayaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebagai bagian dari 

pelaksanaan otonomi daerah, penugasan dan pelimpahan tugas pengelolaan 

urusan publik suatu daerah dialihkan secara nyata dan bertanggung jawab. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara, 

ditegaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan, kewenangan untuk 
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mengelola keuangan di negara dibagi menjadi dua kekuasaan yang 

merupakan bagian dari kekuasan pemerintah dan sebagiannya lagi 

diotorisasikan kepada kepala pemerintahan daerah, yaitu 

gubernur/bupati/walikota. Oleh karena itu, rencana pengelolaan keuangan 

dan tanggung jawab daerah diintegrasikan dan dilaksanakan dalam 

peraturan pemerintah daerah. 

Dalam situasi pandemi covid-19 yang mengakibatkan kondisi 

perkonomian menurun tentunya juga akan berpengaruh kepada pendapatan 

asli daerah. Berkaitan dengan itu, kepiawaian penggunaan seluruh dana, 

termasuk dana transfer yang telah disediakan pemerintah pusat, harus 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk 

meningkatkan potensi pembangunan dengan menekan virus COVID-19. 

Metode untuk mengukur analisis efektivitas menggunakan rasio 

efektivitas, yang memberikan penjelasan tentang kapabilitas daerah dalam 

merealisasikan aliran pendapatan asli daerah untuk tujuan tertentu 

berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Kapabilitas daerah dalam 

melaksanakan tugasnya bisa dikatakan sangat efektif jika tingkat 

keberhasilan yang digapai melebihi target kurang lebih satu atau seratus 

(100%). Menurut Yuliastuti (2017), ketika output diperoleh melebihi target 

dari rencana yang sudah dibuat sebelumnya, maka kinerjanya akan semakin 

efektif. Hal ini sepaham dengan yang dikatakan oleh Halim dan Kusufi 

(2012), dimana dinyatakan bahwa semakin tinggi rasio, maka akan semakin 

baik penilaian kinerja daerah tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa ketika 

rasio efektivitas semakin meningkat maka kemampuan daerah akan 

semakin efektif.  

Jakarta merupakan daerah khusus Ibu kota negara Indonesia dengan 

total populasi kota terpadat di Indonesia. Kota metropolitan dikelilingi 

gedung-gedung pencakar langit terbanyak dengan sarana dan prasarana 

infrastruktur layaknya di luar negeri menunjukan berbagai kesempatan yang 

bisa digunakan untuk pengoptimalan penerimaan daerah. Menurut 
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Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta 

penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nuzulul Siswo Abdulaziz dalam 

judul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya” menunjukan hasil bahwa 

Kota Surabaya yang bisa dibilang sama dengan DKI Jakarta yaitu kota besar 

telah mampu melaksanakan otonomi daerah yang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pemerintah telah dapat meningkatkan pendapatan asli 

daerah dengan baik dan mampu mengupayakan pemanfaatan sumber daya 

secara maksimal (Abdulaziz, 2021).  

Diketahui bahwa dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah 

Daerah DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020, Realisasi pendapatan asli daerah 

secara jumlah keseluruhannya mengalami penurunan pada saat sebelum 

pandemi dan sesudah terkena dampak pandemi, yaitu sebesar 37,414 triliun 

rupiah di tahun 2020. Pada tabel I.1 di bawah ini merupakan Data Realisasi 

Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2019 dan tahun 2020: 

 Tabel I.1 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta 

 

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas daerahnya dan memenuhi 

kebutuhan masing-masing daerah disertai pembangunan berkelanjutan. 

Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud ialah serangkaian proses yang 

dilakukan secara berulang dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, 

pengoptimalan dan pengembangan potensi untuk lebih mandiri, serta 

meningkatkan perekonomian daerah. Untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah perlu meningkatkan 

pendapatan mereka. 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jakarta 
Tahun Anggaran (dalam rupiah) 

2019 2020 

Pajak Daerah 40.298.122.505.326 31.895.263.277.623 

Retribusi Daerah 587.384.031.230 496.332.944.408 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 619.456.466.460 672.491.534.639 

Lain-lain PAD yang Sah 4.202.437.000.786 4.350.666.954.523 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 45.707.400.003.802 37.414.754.711.193 
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Pendapatan asli daerah terdiri dari berbagai komponen. Untuk 

memaksimalkan sumber penerimaan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BKPD) DKI Jakarta menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah 

tersebut merupakan dasar hukum yang berisikan tentang rancangan kegiatan 

secara keseluruhan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan tentang 

keuangan daerah. Menurut Badan Pusat Statistik, komponen pendapatan 

asli daerah yang memiliki kontribusi paling banyak adalah pajak daerah. 

hasil tersebut berdasarkan Statistik Keuangan Pemerintah DKI Jakarta 

Tahun 2016-2019. Menurut Yudo (2019), pajak menjadi penting 

disebabkan karena pajak merupakan iuran yang wajib rakyat yang bersifat 

memaksa dan digunakan untuk keperluan kas negara. Terdapat lima (5) 

faktor yang dapat dijadikan ukuran untuk pengukuran pajak yaitu: (1) 

keadilan umum dan distibusi beban pajak; (2) hubungan timbal balik 

pemerintah; (3) ketentuan khusus; (4) struktur tarif pajak; dan (5) 

kepentingan pribadi. Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Triwulan I 2020, 

komponen pendapatan asli daerah DKI Jakarta yang berumber dari pajak 

daerah memiliki sumbangsih terbesar yaitu 87,16% dari total keseluruhan 

pendapatan asli daerah. Tiga (3) komponen lainnya seperti retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli 

daerah lain lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 

hanya satu komponen yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan yang mengalami kenaikan sebesar 5,36%.  

Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas 

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah memiliki peranan yang 

penting. Menurut Asih (2019), analisis efektivitas mengukur sejauh mana 

kinerja efektif dalam mencapai tujuan suatu kegiatan kerja, semakin tinggi 

persentasenya maka semakin baik kinerja dalam mencapai tujuan. 

Pemerintah harus memantau efektivitas pendapatan asli daerah untuk 

mengetahui ketercapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan 
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sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diketahui apabila realisasi dapat 

melampaui target yang telah diatur dibandingkan dengan hasil perolehan 

sehingga mampu memberikan gambaran bahwa tingat kemampuan setiap 

wilayah tergantung pada pemanfaatan sumber potensi yang ada. Rasio 

efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah diperoleh dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. Efektivitas akan mencerminkan berhasil 

atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penulisan Karya Ilmiah ini dengan judul 

“EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA 

SAAT PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Maka rumusan 

masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana realisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah pada saat 

sebelum pandemi dan sesudah pandemi di DKI Jakarta? 

2. Bagaimana efektivitas penggunaan pendapatan asli daerah pada saat 

sebelum pandemi dan sesudah pandemi di DKI Jakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui realisasi sumber-sumber pendapatan asli 

daerah pada saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi di DKI 

Jakarta 

b. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan pendapatan asli 

daerah pada saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi di DKI 

Jakarta 
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2. Manfaat Penulisan 

Berkenaan dengan judul penulisan karya ilmiah ini, penulis 

berkeinginan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:  

a. Teoritis 

Berdasarkan hasil penulisan karya ilmiah ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang pendapatan asli daerah dan 

realisasi pendapatan asli daerah di DKI Jakarta selama masa 

pandemi Covid-19. 

b. Praktis  

1) Bagi Dinas Pendapatan Daerah Jakarta 

Berdasarkan hasil penulisan karya ilmiah ini, diharapkan 

dapat masukan kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta 

tentang kebijakan dan strategi peningkatan perekonomian 

daerah yang diyakini menurun akibat pandemi COVID-19. 

2) Bagi mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 

Semoga dari hasil penulisan Karya Ilmiah ini dapat 

digunakan sebagai referensi dan tambahan informasi bagi 

penulisan lain dalam penyusunan laporan, karya ilmiah atau 

kajian dengan topik dan pembahasan yang sama.   


